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Abstract

This study aims to answer what duties and functions of Institutional Neighborhood in the field of
internal security and social order and how patterns of institutional participation in the Neighborhood
in the field of security and social ovder? The issue was raised because of the lack of uniformity of the
main tasks and functions of institutional of neighbors in assisting the tasks of government and local
governments and not patternalized participation in security, peace and social order are likely to
overlap with the police departement. The research is a case study in the area of RT 03 RW 06 Sub
Sidomulyo District of Pekanbaru City chosen as runner Competition Poskamling Exemplary Level
Pekanbaru organized by Riau Police Departement. The method used is a qualitative method took 7
informants by interview, observation and documentation. Then the data was analyzed based on the
subjective understanding. The results showed that the duties and functions of Institutional
neighborhood in fields related to Kamtibmas namely: help the realization of a society that is based on
Pancasila and the 1945 Constitution, mobilize mutual assistance, self-help and community
participation as well as help to promote peace and order in society. Patterns of community
participation in the field of internal security and social order is the full responsibility of the
institutional Neighborhood implemented in spontaneous through Siskamling, in cooperation with the
Policy pattnership (Polmas, FKPM) to perform basic tasks maintenance of internal security and social
order and prevention of various disorders and internal security threats, under social supervision by RT
and RW in coordination with the Police Sector (police) and public institutions (like the Youth, PKK,
community leaders, youth leaders, cooperatives, etc.) that synergy with Babinkamtibmas.
Recommendations research needs to be done is to socialize local regulations onicipation the
Neighborhood and pillars of citizens evenly, consider the preparation of local regulations on Pattern of
Public Participation in the field of security andsocial order and need the commitment and seriousness
of local governments to foster Siskamling structurally and functionally.

Keywords : Participation, Security and Social Order.
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PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Fungsi utama organisasi pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, negara dalam bentuk apapun harus melayani semua kebutuhan
rakyatnya, termasuk kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan rasa aman, tertib
dan tenteram. Jadi, pemerintah harus ada dimana saja, kapan saja dan dalam kondisi
bagaimanapun berkewajiban menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wasistiono (2002) bahwa salah satu tugas
klasik pemerintahan adalah menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban setiap
warga negara. Pembagian peran masing-masing fungsi tersebut sangat tergantung
kepada bentuk negara maupun sistem pemerintahan yang digunakan. Pemerintah
pada hakekatnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama dalam memenuhi
kebutuhan dasar (basic needs).

Sejarah perkembangan pemerintahan di Indonesia, telah menunjukkan bahwa
selama
ini fungsi-fungsi pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta
pertahanan keamanan negara, sepenuhnya ditangani oleh pemerintah. Sebagian fungsi
pembinaan keamanan dan ketertiban dijalankan oleh Kepolisian Negara RI (POLRI),
begitu juga dengan fungsi pertahanan negara dijalankan oleh Tentara Nasional
Indonesia (TNI). Kemudian, pada awal milenium kedua, gerakan reformasi telah
berhasil mengubah secara mendasar berbagai sendi kehidupan berbangasa dan
bernegara di Indonesia. Diantara perubahan tersebut adalah reposisi dan
restrukturisasi peranserta TNI dan POLRI. Menurut TAP MPR RI No.VI/MPR/2000
Tentang TNI dan POLRI talah ditegaskan bahwa secara kelembagaan antara TNI dan
POLRI masing-masing terpisah sesuai dengan peran dan fungsinya. Lebih lanjut
diatur pula secara prinsip pembagian pertan TNI dan POLRI, yaitu tugas utama TNI
adalah dibidang pertahanan (HAN), dan tugas utama POLRI dibidang keamanan dan
ketertiban (KAMTIB).

Perubahan penting tentang kedudukan, tugas dan peran TNI dan POLRI, secara
langsung maupun tidak langsung akan mengubah pola hubungan kerja antara
Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah maupun dengan Kepala Daerah
(Provinsi dan Kabupaten/Kota) sebagai pimpinan daerah, dengan institusi TNI dan
POLRI yang secara dekonsentrasi berada di daerah. Konsekwensi logis dari adanya
perubahan tugas pokok dan fungsi tersebut, baik langsung maupun tidak langsung
akan berpengaruh terhadap pola partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan
dan ketertiban umum.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Pasal 43 Huruf (f)
UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa :”Kepala
Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.”
Kemudian dalam PP No.38 Tahun 2007 juga diatur tentang pembagian urusan antara
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Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sejalan dengan tujuan otonomi daerah
yaitu pembangunan politik yang demokratis, maka upaya pemeliharaan keamanan dan
ketertiban yang pada hakekatnya merupakan tugas pokok dan fungsi pemerintah yang
dilaksanakan oleh TNI dan POLRI, namun disisi lain sangat perlu mengikutsertakan
segenap komponen masyarakat mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi
kegiatan. Artinya, warga masyarakat tidak semata-mata terlibat dalam kebijakan
pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, tapi membutuhkan partisipasi aktif
masyarakat sebagai bagian dari prinsip demokrasi yaitu ‘“dari, oleh dan untuk
masyarakat”.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Abraham Lincoln (1963) bahwa semua
bentuk penyelenggaraan pemerintahan berasal dari rakyat. (goverment of the people,
by the people and for the people). Oleh karenanya, konsep penyelenggaraan
pemerintahan moderen yang demokratis dimasa depan berorientasi kepada
kepentingan rakyat. Pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah pemerintahan
yang sedikit memerintah (Mas’oed, 1994).

Selama ini bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang Kamtibmas belum
terpola dan terarah sebagaimana yang diharapkan. Masih terdapat banyak masalah
antara lain, belum jelasnya konsep yang menggambarkan keterkaitan antar elemen
masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan Kamtibmas, pola partisipasi
masyarakat dalam bidang Kamtibmas di setiap wilayah berbeda-beda sesuai dengan
situasi dan kondisi tempatan, belum jelasnya pembagian tugas dan tanggungjawab
serta hak dan kewajiban antara masyarakat dan pemerintah dalam bidang Kamtibmas
dan belum tersedianya pedoman yang menggambarkan mekanisme partisipasi
masyarakat dalam bidang Kamtibmas.

Oleh karena itu, dirasa perlu dilakukan kajian akademis dengan melakukan
penelitian di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
Kelurahan Sidomulyo Barat merupakan kelurahan terpadat penduduknya di
Kecamatan Tampan. Lokasi terpilih yaitu lingkungan RT 03 RW 06 sebagai objek
penelitian dengan pertimbangan bahwa Poskamling RT 03 R W 06 Kelurahan
Sidomulyo Barat pernah meraih Juara II Lomba Siskamling dan FKPM Se-Kota
Pekanbaru Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Riau.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang penelitian maka masalah pokok yang akan dipelajari
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa tugas pokok dan fungsi dalam kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dibidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) ?

2. Bagaimana Pola Partisipasi Masyarakat dalam kelembagaan Rukun Tetangga (RT)
dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

1.3.1. Tujuan Penelitian :
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1. Untuk mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Rukun Tetangga
(RT) dibidang pemeliharaan Kamtibmas.
2. Untuk menganalisis Pola Partiusipasi Masyarakat dalam Kelembagaan RT
di bidang pemeliharaan Kamtibmas.
1.3.2. Kegunaan Penelitian :

1. Sebagai naskah akademik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pola Partisipasi Masyarakat dalam bidang Kamtibmas di Kota
Pekanbaru.

2. Sebagai bahan masukan bagi Sosiologi dalam mengembangkan konsep
partisipasi atau peranserta masyarakat dalam pembangunan, klhususnya
bidang Kamtibmas yang terkait dengan pemberdayaan kelembagaan sosial
pada unit pemerintahan yang paling bawah dan menentukan yaitu
kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

1.4. Tinjauan Pustaka

Partisipasi masyarakat merupakan suatu konsep dalam Sosiologi yang
mengkaji hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat. Konsep ini telah
digunakan secara luas dalam berbagai aktifitas kemasyarakatan, pembangunan dan
pemerintahan. Menurut Soerjono Soekanto (2001) bahwa partisipasi adalah
keterlibatan secara aktif warga masyarakat, baik secara perorangan, kelompok
ataupun kesatuan masyarakat, dalam bentuk proses pembuatan keputusan bersama,
pelaksanaan berbagai program dan kegiatan atas dasar rasa kesadaran dan
tanggungjawab sosialnya.

Konsep partisipasi ini senantiasa berkaitan dengan hak dan kewajiban warga
negara (citizenship) atau hak-hak masyarakat sipil dalam hubungannya dengan
penyelengara negara (state). Menurut Cohen dan Uphoff (1977) bahwa
:”Participation including people is involvement in implementing programs and
decisions by contributing various in the benefits of developtment programs and/or
their involvement in efforts to evaluate such programs, taken together”. Dari
pengertian partisipasi tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi diarahkan kepada
empat (4) sasaran kegiatan yaitu dalam proses pembuatan keputusan atau
perencanaan, pelaksanaan kegiatan, memanfaatkan hasil dan dalam evaluasi hasil
kegiatan.

Lebih jauh diungkapkan oleh Gaebler dan Osborn (1992) bahwa partisipasi
aktif masyarakat dalam Kamtibmas pada prinsipnya mengedepankan inisiatif dan
kreatifitas masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator dan
perancang strategi u ntuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Hal ini
mengutamakan aspek “steering” ketimbang “nowing”. Kemudian, menurut Carry
(1988) bahwa partisipasi masyarakat tersebut memerlukan beberapa kondisi yang
memungkinkan warga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif. Kondisi dimaksud
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antara lain : 1) Freedom to participate autonomy. 2) Ability to participate. 3)
Willingness to participate. (Rahyunir, 2005).

Sosiolog George Homans (1961) melalui Teori Pertukaran Sosial (Social
Exchange) menjelaskan perilaku seseorang dalam kehidupan masyarakat, berkaitan
dengan perhitungan untung-rugi. Dalam hubungan tersebut terdapat unsur imbalan
(reward), pengorbanan (cost) dan keuntungan (profit). Imbalan merupakan segala hal
yang diperloleh melalui adanya pengorbanan, pengorbanan merupakan semua hal
yang dihindarkan, dan keuntungan adalah imbalan dikurangi oleh pengorbanan.
Misalnya, pola-pola perilaku di tempat kerja, percintaan, perkawinan, persahabatan
dan partisipasi, hanya akan langgeng manakala kalau semua pihak yang terlibat
merasa diuntungkan. Proposisi Homans, salah satunya menjelaskan bahwa semua
tindakan yang dilakukan oleh seseorang, makin sering satu bentuk tindakan tertentu
memperoleh imbalan, makin cenderung orang tersebut menampilkan tindakan tertentu
tadi. (Jhonson, 1998).

Menurut Institute For Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta (2003)
bahwa manfaat partisipasi bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan antara lain sebagai berikut :

1. Partisipasi merupakan cara yang paling efektif dalam mengembangkan
kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan.

2. Partisipasi dapat mencegah timbulnya pertentangan dan meminimalisir
potensi konflik.

3. Partisipasi dapat membangun rasa memiliki (sense of belonging), rasa
bertanggungjawab  (responsibility)  masyarakat terhadap agenda
pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

4. Partisipasi dipandang sebagai seleksi dan impelementasi dari semangat
berdemokrasi.

Pada dimensi kualitatif, partisipasi dapat dibangun berdasarkan landasan nilai-
nilai sebagai berikut :

1. Unsur kesadaran yang lahir dari dalam diri setiap warga masyarakat untuk
terlihat dalam proses pengambilan keputusan.

2.Penempatan diri warga masyarakat sebagai subjek kebijakan dan
pembangunan.

3. Peran-peran aktif yang sifatnya dialogis, yang dapat menjamin kesetaraan
antar warga masyarakat.

4. Suasana kebersamaan (kolektif) antar warga sebagai bentuk jalinan solidaritas
sosial.

5. Pelembagaan dan kesinambungan. Dalam hal ini, terwujudnya suatu kerangka
aturan dan koridor yang disepakati bersama serta memiliki daya kekuatan
yang panjang dalam memformulasikan partisipasi masyarakat. Membesarnya
partisipasi berkorelasi positif dengan sistem yang lebih baik. Untuk itu, perlu
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menata ulang kelembagaan yang telah ada di tengah-tengah masyarakat.

(Kuasnaka Adimiharja, 2003).

Selain partisipasi, maka ketertiban merupakan suatu asas terpenting. Apabila
ketertiban telah berjalan dengan baik , dengan sendirinya akan dirasakan adanya
ketentraman. Ketetertiban merupakan prakondisi bagi terwujudnya ketentraman.
(Madjloes,1981). Ketenteraman didefenisikan sebagai suausana batin dari individu
dan atau masyarakat, karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai dengan
norma-norma yang berlaku. Sedangkan ketertiban lebih dekat dengan upaya
penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma (Wasistiono, 2003).

Mengacu kepada konsep ketertiban dan ketentraman tersebut dapat
disimpulkan bahwa ketentraman pada hakekatnya adalah situasi batin dari individu
dan masyarakat yang merasa terbebaskan dari berbagai gangguan dan ancaman, baik
fisik maupun psikis, terbebas dari rasa takut dan kekhawatiran, karena terpenuhinya
kebutuhan dan keinginan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sedangkan
pengertian ketertiban merupakan suatu situasi dan kondisi kehidupan yang teraatur
dan tertib sesuai dengan norma-norma atau aturan hukum yang berlaku.

1.5. Kerangka Pemikiran
Partisipasi masyarakat dalam bidang Kamtibmas memerlukan prasyarat
adanya kesukarelaan, adanya keterlibatan emosional serta adanya manfaat (rewards)
baik langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya. Menurut Wasistiono
(2003) hal ini dapat diformulasikan dalam persamaan sebagai berikut :
Partisipasi = F (Kesukarelaan, Keterlibatan Emosional, Memperoleh Manfaat)
Partisipasi masyarakat akan muncul apabila mereka mengetahui, memahami
serta menghayati mengenai hal-hal yang akan dilaksanakannya. Oleh karena itu,
diperlukan langkah-langkah antara lain :

1. Memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kegiatan yang akan
dilaksanakan.

2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, ide
dan gagasan, baik pada tahap penyusunan kebijakan, implementasi maupun
tahap evaluasi.

3. Membahas bersama mengenai pelaksanaan kegiatan, baik keberhasilan
maupun kegagalannya secara terbuka.

4. Memberikan imbalan (reward) atau penghargaan bagi warga masyarakat yang
berprestasi dan menjatuhkan sanksi (punisment) bagi warga masyarakat yang
melanggar keputusan bersama.

1.6. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan
mengambil contoh kasus di kelembagaan RT 03 RW 06 Kelurahan Sidomulyo Barat
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Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Subjek penelitian berjumlah 7 orang yang
mewakili segenap komponen masyarakat dan unsur pemerintah yaitu :

1. Ketua RT 03 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota
pekanbaru.
Ketua RW 06 Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
Kanit Binmas Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru.
Babinkamtibmas Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru.
Ketua Seksi Keamanan RT 03 RW 06 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan
Tampan Kota pekanbaru.
Tokoh masyarakat RT 03 RW 06 K elurahan Sidomulyo Barat Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru.

7. Tokoh pemuda RT 03 R W 06 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan

Tampan Kota Pekanbaru.

Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
Kemudian data sajikan dalam bentuk uraian, manuskrip, catatan lapangan dan
fotografi. Selanjutnya data dianalisis dengan melakukan interpretasi data dengan
menggunakan cara pemahaman subjektif keterkaitan antar hubungan konsep dan
variabel penelitian yang terkait dengan jawaban masalah tentang pola partisipasi
masyarakat dalam bidang Kamtibmas.

e

@

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BIDANG KAMTIBMAS
2.1. Kelembagaan Rukun Tetangga (RT)

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 T entang
Pemerintahan Daerah bahwa pelaksanaan otonomi daerah menuntut pemberdayaan
secara maksimal dari tugas pokok, fungsi dan kinerja seluruh aparatur pemerintah
mulai dari pemerintahan tingkat kabupaten/kota sampai ke tingkat kelurahan/desa,
mengingat otonomi daerah bukan hanya sekedar hak dan kewenangan saja, akan
tetapi ada kewajiban dengan masyarakat.

Salah satu elemen yang turut berperan dalam membantu tugas-tugas
pemerintah dalam mensukseskan pembangunan daerah adalah Lembaga Rukun
Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang langsung berhubungan dan berhadapan
dengan masyarakat. Ketua RT dan RW yang dipilih secara langsung dan demokratis
oleh masyarakat di lingkungannya guna menjalankan tugas-tugas sebagai pemimpin
masyarakat, juga harus membantu menjalankan dan mensukseskan tugas-tugas
pemerintah dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Ketua RT dan RW secara yuridis formal tidak termasuk ke dalam pemerintah,
namun secara realitas Ketua RT/RW wajib menjalankan peran membantu tugas
pemerintah khususnya kelurahan, sehingga lembaga RT dan RW dari sejak
terbentuknya hingga saat ini tetap dipertahankan keberadaannya oleh pemerintah,
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sehingga sampai saat ini sebagian besar wilayah Indonesia memiliki lembaga RT dan
RW.

Menurut Pamudji (1984) bahwa sebagai administrator kemasyarakatan, maka
Bupati/Walikota dapat membuat keputusan pembentukan dan pengaturan RT dan RW
dalam wilayahnya yang akan membantu pemerintah kabupaten/kota menjelmakan
partisipasi sosial warga, sehingga dengan demikian aspirasi masyarakat dapat
tertampung dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang selanjutnya dapat
membangjkitkan partisipasi sosial yang lebih besar.

Salah satu kabupaten/kota di Provinsi Riau yang telah membuat peraturan
daerah tentang organisasi RT adalah Pemerintah Kota Pekanbaru, melalui Peraturan
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun
Warga. Pengertian Rukun Tetangga (RT) menurut Keputusan Presiden Nomor 41
Tahun 2001 adalah : “Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain
adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam
rangka pelayanan peemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa
atau kelurahan”. Sedangkan Peraturan Daerah Nomor 12 K ota Pekanbaru
menjelaskan bahwa :”Rukun Tetangga adalah kumpulan penduduk yang berdiam
dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu kelurahan yang berinteraksi secara langsung
maupun tidak langsung diantara mereka”.

Kemudian, bentuk dan kedudukan RT lebih jauh ditegaskan adalah
:”Organisasi masyarakat di Kelurahan yang diatur dan dibina oleh Pemerintah
Daerah”.  Kelembagaan RT dibentuk dalam rangka pelayanan pemerintahan dan
kemasyarakatan di desa dan kelurahan, seperti yang tertuang dalam Perda Nomor
12/2002 Kota Pekanbaru, bahwa organisasi RT dibentuk dengan maksud dan tujuan
sebagai berikut :

1. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang
berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

2. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan dan kemasyarakatan.

3. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan
kesejahteraanya.

Tugas pokok RT menurut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor
12 tahun 2002 adalah sebagai berikut :

1. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945.
Menggerakkan gotong-royong, swadaya dan partisipasi masyarakat.
Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.
Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan.
Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah
dan pemerintah daerah.

Nk wn
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6. Menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dengan
pemerintah daerah.
7. Membantu penyelenggaraan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang
menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
8. Membantu menciptakan dan melestarikan lingkungan hidup.

Secara empirik, pada umumnya ditingkat kelurahan terlihat bahwa tugas
pokok RT sebagaimana yang diatur menurut Perda Kota Pekanbaru Nomor 12/2002
tersebut yang berperan sebagai lembaga perantara antara masyarakat dan pemerintah,
juga berfungsi membuat dan mengeluarkan beberapa administrasi surat-menyurat
untuk diteruskan ke pemerintah kelurahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sudah
sebagian besar masalah pembangunan dan kemasyarakatan dapat diselesaikan oleh
pengurus RT, meskipun masih terlihat adanya ketidakjelasan dalam menjalankan
tugas-tugas tersebut.

Secara rnci, tugas pokok lembaga RT dalam membantu pemerintah dapat
dilihat Gambar 2.1. Proses pembentukan Rukun Tetangga (RT) diatur dalam Pasal 4
dan 5 P erda Kota Pekanbaru Nomor 12/2002 yang menyebutkan bahwa :”Setiap
Rukun Tetangga terdiri dari minimal tiga puluh (30) Kepala Keluarga dan maksimal
50 Kepala Keluarga. Kemudian, Pasal 5 P erda Kota Pekanbaru Nomor 12/2002
menyatakan :

1. Pembentukan RT dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Ketua RW dan

Kepala Keluarga setempat.

2. Hasil musyawarah dan kemufakatan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dikukuhkan dengan Keputusan Lurah.

3. Keputusan Lurah sebagaimana ayat (2) pasal ini baru berlaku setelah
mendapat pengesahan dari Camat atas nama Walikota.

Pemko, TUGAS PEMERINTAH
Camat, Ljurah
KOORDINASI PEMBINAAN Melayani » Kesejahteraan
Masygrakat Masyarakat
MEMBANTU
Lembagg Masyarakat
(LPM/B§D/RW/RT/P
KK/Karang Taruna/DII

Gambar 2.1.
Peran Lembaga Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Pemerintah
(Sumber : Rahyunir Rauf, 2005)
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Pembentukan RT dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Ketua RW dan
Kepala Keluarga setempat.
1. Hasil musyawarah dan kemufakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikukuhkan
dengan Keputusan Lurah.
2. Keputusan Lurah sebagaimana ayat (2) pasal ini baru berlaku setelah mendapat
pengesahan dari Camat atas nama Walikota.
Keanggotaan RT adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu
Keluarga. Hak dari anggota RT diatur dalam Pasal 8 Perda Kota Pekanbaru Nomor
12/2002 sebagai berikut

1. Mengajukan usulan dan pendapat dalam musyawarah Rukun Tetangga dan
Rukun Warga.
2. Memilih dan dipilih sebagai pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga,
kecuali sebagai anggota yang berstatus sebagai warga negara asing.
Selain hak-hak sebagai anggota RT, maka juga terdapat kewajiban yang harus
dipenuhi sebagai berikut :
1. Turut serta secara aktif melaksanakan h al-hal yang menjadi tugas pokok
lembaga RT.
2. Turut serta secara aktif keputusan musyawarah RT.
Berdasarkan uraian-uraian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa peranan
lembaga RT dalam membantu pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Pelaksanaan tugas pokok RT.
2. Pelaksanaan hasil keputusan musyawarah dan mufakat.
3. Pembuatan laporan tertulis mengenai suatu kegiatan yang dibiayai dari/oleh
pemerintah atau dana pemerintah daerah atau dana lainnya.
4. Pembinaan kerukunan hidup antar anggota masyarakat.
Kepengurusan Lembaga RT diatur dalam Pasal 9 s/d 19 Perda Kota Pekanbaru
Nomor 12/2002 dengan strtuktur organisasi sebagai berikut :
1. Ketua.
2. Sekretaris.
3. Bendahara.
4. Seksi-seksi :
a. Seksi Pemuda dan Olahraga.
b. Seksi K-3 dan Gotong-Royong.
c. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan dan Keagamaan.
d. Seksi Pemberdayaan Wanita dan PKK.
e. Seksi Keamanan.
Seksi-seksi ini dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan, dan kondisi
kelembagaan RT dapat ditambah misalnya dengan Dewan Penasehat dan Ketua
Lorong sebagaimana yang dijumpai di lingkungan RT 03 R W 06 K elurahan
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Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Secara rinci, dapat dilihat pada
gambar berikut. (Gambar 2.2).

Dalam hal pengambilan keputusan, maka pengurus RT harus

memusyawarahkan dengan anggota, sebagaimana diatur dalam pasal 20 Perda Kota
Pekanbaru Nomor 12/2002 sebagai berikut :

1.

2.

Musyawarah RT dan RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan
anggota dalam lingkungan RT dan RW.

Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berfungsi untuk :

a. Melengkapi pengurus.

b. Menentukan dan merumuskan program kerja.

¢. Menerima dan mengesahkan penanggungjawaban pengurus.

d. Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada RT dan RW.

e. Menerima dan mengesahkan penanggungjawaban pengurus.

f. Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada RT dan RW.

. Musyawarah RT dan RW untuk menentukan dan merumuskan program atau

kegiatan kerja diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

Musyawarah RT dan RW dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan
apabila dihadiri oleh lebih dari separoh jumlah kepala keluarga.

Musyawarah RT dan RW dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan
apabila dihadiri oleh lebih dari separoh jumlah kepala keluarga.

. Apabila tidak tercapai jumlah kepala keluarga selama dua kali berturut-turut, maka

musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat dianggap menetapkan suatu
keputusan setelah mendengar perttimbangan Lurah.
Keputusan musyawarah ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat.

KETUA RT
Bendahara @|[——————_—__

Seksi Dewan Seks1 K-3, Seksi Sos,
Pemuda/ Penasehat Gotong- Kemasy,
Olahraga rovong Keagamaan

Gambar 2.2.

Struktur Organisasi Kelembagaan RT 03 RW 06 Kelurahan Sidomulyo Barat
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
(Sumber : Penelitian Lapangan, 2015)
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Kemudian mengenai sumber keuangan dari kelembagaan RT sebagaimana
diatur dalam Pasal 21 Perda Kota Pekanbaru Nomor 12/2002 berbunyi sebagai berikut

1. Keuangan RT dan RW dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah daerah,
sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat dan usaha-usaha yang sah.

2. Pengelolaan keuangan yang diperoleh diadministrasikan secara tertib dan teratur
serta dilaporkan secara tertulis.

——————————— Sekretaris ]
Sjrlfsi o Setsi
Keamanan ng Pembahgunan
| | —
Seksi Ilembd. Seksi
Wanita dan Pembangunan
PKK

2.2. Pola Partisipasi Masyarakat dalam Kelembagaan RT Dibidang Kamtibmas

Rukun Tetangga (RT) merupakan lembaga masyarakat di kelurahan yang
diakui dan dibina oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk dapat meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, lembaga RT tentunya memiliki
peranan tersendiri dalam membantu tugas pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12t ahun 2002
Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta berdasarkan kepada kondisi faktual
di lapangan, maka dapat dirumuskan Tugas Pokok RT 03 R W 06 Kelurahan
Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam membentu tugas-tugas
pemerintah adalah sebagai berikut:
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1. Menggerakkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945.

2. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

3. Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan.

4. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah dan
pemerintah daerah.

5. Menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan anggota
masyarakat dengan pemerintah daerah.

6. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi
tanggungjawab pemerintah daerah.

7. Membantu menciptakan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Mengacu kepada tugas pokok dan fungsi kelembagaan RT dalam membantu
tugas-tugas pemerintah dan pemerintah daerah, maka dapat dirumuskan Pola
Partisipasi Masyarakat dalam kelembagaan RT dibidang Kamtibmas yaitu membantu
menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Ketentraman dan
ketertiban tidak akan diperoleh tanpa keamanan.

Ketiga istilah sering dicampuradukkan. Keamanan menurut Djamin (1984)
adalah suatu situasi dan kondisi yang menggambarkan adanya rasa bebas dari
gangguan dan ancaman, baik fisik, psikis, rasa dilindungi, rasa ketentraman lahir dan
batin dan kepastian bebas dari kekhawatiran dan ketakutan. Oleh sebab itu, tanpa
keamanan tidak akan tercipta ketentraman dan ketertiban, sedangkan ketentraman dan
ketertiban merupakan dua keadaan yang dapat dirasakan secara bersamaan.

Pola partisipasi masyarakat dalam kelembagaan RT dibidang Kamtibmas atau
menciptakan ketentraman dan keterttiban masyarakat dapat dirumuskan seperti dalam
gambar berikut . (Gambar 2.3.)

KOORDINASI | <

[
| »

PENGURUS POLSEK
RT/RW Pencegahan
v l 4

Penindakan
Hukum

Pengawasan
Sosial

Siskamling | KAMTIBMAS |[€- Polmas

T

KELEMBAGAAN Pemeliharaan BABINKAM
MASYARAKAT TIBMAS
—»> SINERJI <
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Gambar 2.3.
Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Kamtibmas
Di Kelembagaan RT 03 RW 06 Kelurahan Sidomulyo Barat
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
(Sumber : Penelitian Lapangan, 2015)

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa pola partisipasi masyarakat
dalam kelembagaan RT 03 RW 06 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru, sebagaimana terlampir dalam gambar 2.3.b ahwa Kamtibmas
merupakan tanggungjawab penuh dari kelembagaan RT yang dilaksanakan secara
swakarsa melalui Siskamling bekerjasama dengan Perpolisian Masyarakat (Polmas)
untuk melaksanakan tugas pokok pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan terhadap
berbagai gangguan/ancaman terhadap Kamtibmas dibawah pengawasan sosial oleh
pengurus RT dan RW yang berkoordinasi dengan kepolisian Sektor (Polsek) serta
kelembagaan masyarakat (seperti Karang Taruna, PKK, Tokoh-tokoh masyarakat, dan
sebagainya) yang bersinerji dengan Babinkamtibmas.

Menurut Ketua RT 03 R W 06 K elurahan Sidomulyo Barat Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru bahwa :

“Tugas pokok dan fungsi kelembagaan RT dalam membantu tugas pemerintah
dibidang Kamtibmas pada hakekatnya memang merupakan tanggtungjawab
pemerintah dalam suatu negara moderen, karena pemerintah merupakan
penjaga malam bagi rakyatnya. Namun, oleh karena kelembagaan RT bukan
pemerintah dan berfungsi sebagai perantara antara pemerintah dengan elemen
masyarakat ditingkat bawah, maka urusan Kamtibmas dilingkungan RT
merupakan tanggungjawab penuh warga RT untuk menjaga dan memeliharanya
secara swakarsa melalui kegiatan Siskamling. Sebaiknya, lingkungan RT maupun
RW dapat membentuk Siskamling agar dapat tercipta ketentraman dan ketertiban
warga sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah melalui institusi
Kepolisian RI. Prinsip Siskamling yang diberlakukan sebaiknya adalah
partisipasi aktif secara langsung setiap warga RT secara bergilir tanpa adanya
pungutan biaya atau dengan sistem upah. Cara demikian dapat mempererat
hubungan sosial antar warga sehingga tercipta kerukunan hidup antar warga.
Jika gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat sudah
mengarah pada bentuk perilaku yang melanggar hukum atau tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh pengurus RT/RW dan
kelembagaan masyarakat, maka petugas Poskamling bersama-sama dengan
pengurus RT/RW menyerahkan penyelesaian masalah melalui pihak yang
berwajib yaitu Polsek melalui Babinkamtibmas.”
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Informasi yang disampaikan Ketua RT 03 RW 06 kelurahan Sidomulyo Barat

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tersebut, didukung oleh keterangan oleh
Babinkamtibmas Kepolisian Sektor Tampan sebagai berikut :

“Tugas pokok saya adalah menjalankan misi pembinaan Kamtibmas kepada
warga masyarakat di wilayah kerja yang telah ditetapkan. Jika terjadi kasus-
kasus gangguan atau ancaman Kamtibmas, warga masyarakat dapat
menghubungi kami dengan nomor telpon yang telah disediakan. Misalnya, kasus
perkelahian sampai menggunakan senjata tajam, pencurian, pemalakan, miras,
KDRT, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Jika, gangguan Kamtibmas
tersebut tidak mengarah pada tindak kriminal, maka kami selalu menyelesaaikan
kasus secara musyawarah untuk berdamai antar pihak yang bertikai. Sebaliknya,
Jjika mengarah pada tindakan kriminal maka akan kami proses sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, petugas Poskamling dapat setiap
saat menghubungi Babinkamtibmas jika diperlukan untuk menangani berbagai
gangguan/ancaman Kamtibmas, begitu juga dengan Polmas sebagai mitra polisi
ditengah masyarakat”.

Dalam persoalan menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman warga

masyarakat di lingkungan RT maupun RW, menurut Ketua RW 06 Kelurahan
Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dilihat kutipan berikut :

“Seperti yang kita ketahui, bahwa tanggungjawab pembinaan Pos Kamling
dilakukan oleh jajaran Kepolisian Rl secara struktural dan oleh Pemerintah
Daerah secara fungsional. Namun sampai saat ini, Pemerintah Daerah Kota
Pekanbaru belum maksimal melakukan pembinaan terhadap Siskamling
mengingat gangguan dan ancaman Kamtibmas dewasa ini semakin meningkat
dan canggih. Begitu pula dengan pihak Kepolisian, hanya sebatas memberikan
bantuan gari dan pentungan beberapa buah bagi petugas Poskamling dan Lomba
Poskamling Teladan. Sementara kebutuhan Siskamling relatif banyak,
diantaranya pendidikan dan pelatihan petugas ronda secara profesional untuk
pencegahan dini, teknik penggunaan peralatan ronda (gari, pentungan, alat
pemadam kebakaran, dan sebagainya), serta bantuan sarana dan prasarana
Poskamling.”

Keterangan yang disampaikan oleh Ketua RW 06 Kelurahan Sidomulyo Barat

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dibenarkan oleh Kanit Binmas Kepolisian Sektor
Tampan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

“Fungsi pembinaan secara struktural terhadap Poskamling memang mengalami
kendala finansial. Sebaiknya, jika pemerintah komit untuk mengedepankan
program Kamtibmas maka dapat saja Siskamling diwajibkan pada setiap
lingkungan kelembagaan RT/RW melalui suatu peraturan daerah, sekaligus
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bantuan anggaran untuk pengelolaannya. Hal ini perlu menjadi pertimbangan,
karena secara kuantitas aparat kepolisian terbatas jumlahnya untuk melayani
warga masyarakat dalam jumlah besar. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat
dalam pemeliharaan keamanan dan keterttiban sangatlah vital untuk melakukan
tindakan pencegahan secara dini sebelum sampai kepada pihak yang berwajib.
Seperti bantuan gari dan pentungan, ban petugas ronda, kegiatan lomba
Poskamling, dan lain-lain tersebut merupakan inisiatif dari pihak kepolisian
vang juga terbentur pada masalah klasik pendanaan, termasuk pemberdayaan
FKPM pada setiap kelurahan yang menjadi mitra polisi menangani berbagai
gangguan dan ancaman terhadap Kamtibmas”.

Menurut tokoh masyarakat dilingkungan RT 03 RW 06 Kelurahan Sidomulyo
Barat Kecamatan Tampan Kota pekanbaru bahwa sebagai warga masyarakat yang
duduk dalam Dewan Penasehat RT mereka siap melakukan tugas untuk mengawasi
jalannya kepengurusan RT maupun membantu serta mencarikan s olusi masalah
Kamtibmas. Hal ini dapat dilihat dari keterangan berikut :
“Para tokoh masyarakat dilingkungan RT 03 RW 06 Kelurahan Sidomulyo Barat
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagian ada yang dipercaya duduk
menjadi anggota Dewan Penasehat Kepengurusan RT 03 termasuk mantan ketua
RT/RW sebelumnya. Sebagai contoh, pengurus RT sepakat dengan Dewan
Penasehat untuk mencari sumbangan atau bantuan dana maupun fasilitas untuk
pembangunan Gedung Serbaguna dan Poskamling melalui para kandidat partai
politik yang akan bertarung mencari suara dalam pemilihan raya. Alhamdulillah,
berkat adanya keputusan secara musyawarah dan mufakat maka bantuan para
kandidat tidak dibenarkan secara individual melainkan secara kolektif. Hasilnya,
secara berangsur-angsur pembangunan gedung serbaguna dan Poskamling yang
semula adalah hasil swadaya masyarakat dapat diselesaikan dan menjadi Juara
1l Lomba Poskamling Teladan Tahun 2014 yang lalu diselenggarakan oleh
Kepolisian Daerah Riau dan memperoleh hadiah sebuah Televisi dan Piagam
Penghargaan. Selain itu, warga masyarakat disini sangat toleran terhadap
berbagai kegiatan kemasyarakatan yang dapat mempererat tali persaudaraan
dan sikap hidupsaling menghargai antar sesama warga. Misalnya, kaum ibu
vang tergabung dalam PKK tidak pernah berpangku tangan, namun selalu
membantu makanan dan minuman serta dana pada setiap kegiatan Siskamling,
wirid pengajian, kematian, sakit, kecelakaan, dan acara kesenian maupoun
olahraga pada perayaan hari besar nasional.”

Begitu pula deengan informasi yang diperoleh dari Ketua Pemuda RT 03 RW
06 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, yang sangat mendukung upaya
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pemeliharaan Kamtibmas di wilayah mereka melalui partisipasi langsung dalam

kegiatan Siskamling sebagaimana terungkap dalam petikan di bawah ini :
“Kami generasi muda yang pada umumnya masih berstatus sekolah dan hanya
sebagian kecil yang sudah bekerja, siap setiap saat membantu para petugas
Poskamling yang tidak berkesempatan hadir sesuai gilirannya. Sebagian acara RT
dalam Perayaan HUT RI telah kami laksanakan dengan baik untuk menghibur
masyarakat dan melakukan berbagai kegiatan perlombaan yang berkaitan dengan
nilai-nilai kemerdekaan RI. Selain itu, kegiatan pemuda selalu diisi dengan
olahraga dan kesenian serta tidak melupakan kegiatan keagamaan melalui wirid
remaja. Tidak lama lagi organisasi pemuda di lingkungan RT 03 akan terbentuk
secara resmi sehingga kedepan kaum muda dapat lebih banyak berperan dalam
pembangunan dan kemasyarakatan termasuk untuk menjaga Kamtibmas di
wilayah masing-masing”.

Sementara itu, Ketua Seksi Keamanan RT 03 RW 06 K elurahan Sidomulyo
Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru menjelaskan sebagai berikut :

“Siskamping di lingkungan RT 03 telah berjalan hampir dua tahun dan tidak ada
masalah yang prinsipil bagi warga untuk tetap mempertahankan kegiatan ronda
pada tahun-tahun berikutnya. Memang sistem ronda yang diterapkan secara
bergiliran tanpa pungutan biaya. Bagi warga yang bersuia di atas 60 Tahun
bebas dari kewajiban ronda. Bagi warga yang tidak berkesempatan hadir ronda
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dapat mengganti pada hari lainnya
pada bulan yang sama. Namun jika tidak juga dilaksanakan maka disepakati oleh
keputusan RT melalui musyawarah warga untuk diberikan sanksi berupa denda
ronda sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Denda ronda ini
dilaporkan kepada warga masyarakat secarea tertulis dan dimanfaatkan untuk
pembangunan  Poskamling dan pengadaan peralatan Siskamling sesuai
kebutuhan. Selama 2 tahun berjalan sampai saat ini belum pernah terjadi
masalah gangguan atau ancaman serius terhadap keamanan, ketertiban dan
ketentraman masyarakat, kecuali hanya berupa perkelahian antar warga yang
dapat diselesaikan secara musyawarah.”

Demikian pola partisipasi masyarakat yang terbentuk di kelembagaan RT 03
RW 06 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam
bidang Kamtibmas sebagai upaya membantu tugas-tugas pemerintah dalam
menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN
3.1. Kesimpulan
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Kesimpulan yang dapat dirumuskan dari hasil penelitian ini adalah sebagai

berikut :
1. Mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2002

Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta berpedoman kepada data

empirik yang diperoleh di lingkungan Kelembagaan RT 03 R W 06

Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, diperoleh

penjelasan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan RT dalam bidang

yang berkaitan dengan Kamtibmas yaitu :

a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.

b. Menggerakkan gotong-royong, swadaya dan partisipasi masyarakat.

c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Hak-hak dari keanggotaan kelembagaan RT sesuai dengan Peraturan

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12/2002 adalah sebagai berikut :

a. Mengajukan usulan dan pendapat dalam musyawarah Rukun Tetangga
dan Rukun Warga.

b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga,
kecuali sebagai anggota yang berstatus sebagai warga negara asing.

Selain hak-hak sebagai anggota RT, maka juga terdapat kewajiban

yang harus dipenuhi sebagai berikut :

a. Turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok
lembaga RT.

b. Turut serta secara aktif keputusan musyawarah RT.

. Pola partisipasi masyarakat dalam kelembagaan RT dibidang Kamtibmas

adalah merupakan tanggungjawab penuh dari kelembagaan RT yang
dilaksanakan secara swakarsa melalui Siskamling, bekerjasama dengan
Perpolisian Masyarakat (Polmas-FKPM) untuk melaksanakan tugas pokok
pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan terhadap berbagai gangguan dan
ancaman terhadap Kamtibmas, dibawah pengawasan sosial oleh pengurus RT
dan RW vyang berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor (Polsek) serta
kelembagaan masyarakat (seperti Karang Taruna, PKK, Tokoh-tokoh
masyarakat, tokoh pemuda, Koperasi dan sebagainya) yang bersinerji dengan
Babinkamtibmas.

3.2. Saran-Saran

l.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2002t entang Rukun
Tetangga dan Rukun Warga, perlu disosialisasikan secara merata ke seluruh
kelembagaan RT dan RW di Kota Pekanbaru agar tercapai keseragaman
pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan RT dalam membantu
tugas-tugas pemerintah, khususnya dibidang pemeliharaan ketentraman dan
keterttiban masyarakat (Kamtibmas).
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2.

Pola partisipasi masyarakat dalam kelembagaan RT dibidang kamtibmas
perlu diperdakan agar terbentuk keseragaman gerak dan langkah serta
kebijakan/program  pemberdayaan  partisupasi ~ masyarakat  dalam
pemeliharaan Kamtibmas, baik secara swakarsa maupun dalam membantu
pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintah  dalam  pembangunan  dan
kemasyarakatan.

Perlu adanya komitmen dan keseriusan pemerintah, termasuk institusi
Kepolisian RI untuk melakukan pembinaan baik secara struktural maupun
fungsional terhadap kelembagaan RT dan RW yang melaksanakan
Siskamling secara swakarsa, mulai dari perumusan peraturan daerah tentang
Siskamling, bantuan pengadaan sarana dan prasarana serta keuangan yang
terprogram agar partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, implementasi
dan evaluasi kegiatan pemeliharaan kamtibmas dapat lebih ditingkatkan di
masa datang guna mengantisipasi gangguan/ancaman Kamtibmas yang
semakin meningkat.
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